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RINGKASAN

Negara Indonesia sangat menjunjung tinggi hak-hak setiap warga negaranya baik
dalam bertindak, maupun dalam menyampaikan pendapat, karena pada prinsipnya
setiap warga Negara Indonesia masing-masing memiliki hak-hak asasi manusia
yang dilindungi oleh konstitusi. Jika dikaitkan dengan tindakan OTT, objek yang
di OTT-kan pun masih memiliki haknya sebagai warga Negara yang baik tentu
akan melakukan upaya hukum demi mendapatkan keadilan. OTT sebenarnya
tidak memiliki pengertian yang jelas, baik dalam KUHAP atau peraturan
perundang-undangan lainnya, maupun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia.
Maraknya tindakan OTT yang dilakukan oleh KPK, kemudian memunculkan
polemik apakah penangkapan tersebut sah? Mengingat, dalam KUHAP hanya
terdapat 2 istilah, yakni Tertangkap Tangan dan Penangkapan. Dimana kedua
istilah tersebut memiliki prosedur acara yang berbeda dalam masing-masing
pelaksanaannya. Sehingga dapat diketahui bahwa OTT tidak memiliki payung
hukum yang mengakomodir prosedur dari pelaksanaan atau penerapannya.
Dikaitkan dengan asas kepastian Hukum, istilah OTT yang dipakai KPK memiliki
makna yang sumir dan tidak mencerminkan kepastian hukum yang jelas.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagian dari penyidikan yang
dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi berupa Operasi Tangkap Tangan,
dan kedudukan Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan oleh Komisi
Pemberantasan Korupsi dalam perspektif kepastian hukum.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian
sistematik hukum, yakni penelitian yang dilakukan pada peraturan perundang-
undangan tertentu atau aturan-aturan hukum tertulis yakni peraturan yang
berkaitan dengan OTT yang dilakukan oleh KPK. Sesuai dengan sifat penelitian
hukum yang digunakan yakni preskriptif, maka pendekatan yang digunakan
adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) terhadap
peraturan yang berkaitan dengan tema pembahasan serta digunakan pendekatan
konsep (conceptual approach). Untuk menganalisis isu hukum dalam penelitian
ini, digunakan sumber bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang
dianalisis menggunakan langkah-langkah normatif dan pembahasan yang
dilakukan secara preskriptif. Kemudian bahan hukum tersebut akan diolah dan
dibahas menggunakan metode analisis teks.



OTT yang dilakukan oleh KPK merupakan tindakan super power dikarenakan
jika dilihat pemaknaan dari istilah “Operasi” itu sendiri tidak ada termuat dalam
KUHAP maupun dalam undang-undang yang mengatur berkaitan dengan tindak
pidana korupsi. Konsep OTT masih menjadi tanda tanya terhadap payung
hukumnya, sebab jika berkaca kepada KUHAP, hanya dikenal 2 jenis cara saja
untuk menangkap terduga pelaku yang ketentuannya dimuat dalam Pasal 18
KUHAP. Cara tersebut yakni Penangkapan, dan Tertangkap Tangan. Jelas tidak
tertera istilah OTT sebagaimana yang dilakukan oleh KPK, maka menjadi suatu
pertanyaan legalkah apa yang sudah dilakukan oleh KPK dalam hal proses
menangkap terduga pelaku tindak pidana korupsi yakni OTT yang selama ini
sudah dilaksanakan oleh KPK. Terdapat perbedaan pendapat atu pro kontra
mengenai keabsahan OTT yang dilakukan oleh KPK.

Menurut penelitian, selama sesuai dan tetap berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, maka apa yang dilakukan oleh KPK yakni OTT adalah
memiliki kekuatan hukum dan kepastian hukum, terlepas dari istilah apapun yang
mereka pilih untuk digunakan. Namun agar memiliki kepastian hukum yang lebih
kuat, menjadi hal yang urgent untuk sesegeranya mengatur OTT dan SOP untuk
melakukan OTT yang harus dijadikan sebagai pedoman untuk KPK dalam sebuah
undang-undang. Selain itu, dengan diakuinya OTT sebagai salah satu jenis
tindakan yang dapat dilakukan dalam memproses dan menyelesaikan sebuah
kasus tindak pidana, akan memberikan legalitas terhadap tindakan OTT dan
memberikan power serta kepastian hukum bagi penyidik untuk menindak pelaku
tindak pidana korupsi. Formulasi yang dapat dirumuskan sebagai ius
konstituendum dalam penerapan OTT yakni dengan memberikan pengertian
secara khusus apa yang dimaksud dengan OTT dari kacamata hukum, dan
beberapa hal yang berkaitan dengan OTT seperti jangka waktu penangkapan,
koordinasi yang harus dilakukan oleh KPK dengan pihak lain, dan surat
penangkapan sebagai dasar pelaksanaan OTT.
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ABSTRAK

Kata Kunci : Kepastian Hukum, Operasi Tangkap Tangan, Komisi
Pemberantasan Korupsi.

Masyarakat Indonesia mengenali OTT dari tindakan yang dilakukan KPK dimana
sasarannya adalah terduga pelaku korupsi. Pemberantasan korupsi merupakan
salah satu agenda terpenting dalam pembenahan tata pemerintahan dan
pemberantasan dalam hal penegakkan hukumnya merupakan tugas KPK. Salah
satu metode yang digunakan KPK dalam menjalankan tugasnya adalah melakukan
tindakan OTT. Sayangnya, hingga saat ini belum terdapat payung hukum
mengenai OTT dalam tindak pidana korupsi yang kemudian menuai pro kontra
terhadap legalitas dan bagaimana kepastian hukum dari tindakan OTT yang
dilakukan oleh KPK tersebut.

Konsep OTT masih menjadi tanda tanya terhadap payung hukumnya, sebab jika
berkaca kepada KUHAP, hanya dikenal 2 jenis cara saja untuk menangkap
terduga pelaku yang ketentuannya dimuat dalam Pasal 18 KUHAP, yakni
Penangkapan, dan Tertangkap Tangan. Jelas tidak tertera istilah OTT
sebagaimana yang dilakukan oleh KPK, maka menjadi suatu pertanyaan legalkah
apa yang sudah dilakukan oleh KPK dalam hal proses menangkap terduga pelaku
tindak pidana korupsi yakni OTT yang selama ini sudah dilaksanakan oleh KPK.
Selama sesuai dan tetap berdasarkan peraturan yang berlaku, maka OTT yang
dilakukan oleh KPK adalah berkekuatan hukum dan berkepastian hukum, terlepas
dari istilah apapun yang digunakan.

Namun agar memiliki kepastian hukum yang lebih kuat, menjadi hal yang urgent
untuk sesegeranya mengatur SOP untuk melakukan OTT dalam undang-undang
sebagai pedoman KPK. Dengan diakuinya OTT, akan memberikan legalitas
terhadap tindakan OTT dan memberikan power serta kepastian hukum bagi
penyidik dalam tindak pidana korupsi. Formulasi yang dirumuskan dalam
penerapan OTT yakni dengan memberikan pengertian OTT, jangka waktu
penangkapan, koordinasi dengan pihak lain, dan dasar pelaksanaan OTT.
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ABSTRACT

Keywords : Legal Certainty, Operation Catch Hand, Corruption Eradication
Commission.

The Indonesian people recognize OTT from the actions taken by the Corruption
Eradication Commission where the target is suspected corruption actors.
Eradicating corruption is one of the most important agendas in reforming
governance and eradicating it in terms of law enforcement is the task of the KPK.
One of the methods used by the KPK in carrying out its duties is to carry out OTT
actions. Unfortunately, until now there has been no legal umbrella regarding OTT
in corruption crimes which then reaped the pros and cons of legality and how
legal certainty is from the OTT actions carried out by the KPK.

The concept of OTT is still a question mark over its legal basis, because if you
look at the Criminal Procedure Code, there are only 2 types of ways to catch
suspected perpetrators whose provisions are contained in Article 18 of the
Criminal Procedure Code, namely Arrest and Arrest. It is clear that the term OTT
is not stated as carried out by the KPK, so it becomes a legal question whether
what has been done by the KPK in terms of the process of arresting suspected
perpetrators of corruption, namely OTT, which has been carried out by the KPK
so far. As long as it complies with and remains based on applicable regulations,
the OTT conducted by the Corruption Eradication Commission is legally
enforceable and has legal certainty, regardless of what term is used.

However, in order to have stronger legal certainty, it is urgent to immediately
regulate the SOP for conducting OTT in the law as a guideline for the KPK. With
the recognition of OTT, it will provide legality to OTT's actions and provide
power and legal certainty for investigators in corruption crimes. The formulation
formulated in the implementation of OTT is by providing an understanding of
OTT, the period of arrest, coordination with other parties, and the basis for
implementing OTT.
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